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Buku Kapita Selekta Pemerintahan Seri-3 ini merupakan kelanjutan dari buku
Kapita Selekta Pemerintahan Seri-1 dan Seri-2 yang sudah terbit sebelumnya. Buku ini
mengkaji fenomena aktual mengenai aspek-aspek limu Pemerintahan. Beberapa masalah
yang dibahas antara lain: etno-nasionalisme dan demokrasi dalam masyarakat multikultural,
problema masyarakat multikultural di Bali, budaya birckrasi pemerintah dalam pelayanan
publik, tantangan otonomi desa adat dalam membangun good governance di desa. prakiik
demokrasi di desa Baliaga dan Apenaga, Quo vadis, ofonpmi desa adat di Bali pasca-
implementasi peraturan daerah ProvinsiBali Nomor 4 tahun 2019, kebijakan konsolidasi
tanah perkotaaan dalam rangka menciptakan lingkungan yang baik sesuai rencana tata
ruang df Indonesia, strategi pengembangan model ekowisata berbasis kearifan lokal pada
objek wsata monkey forest di Ubud, dan strategi reformasi administrasi pelayanan publik
pada perusahaan daerah air minum (PDAM) kabupaten Badung.

Seperti diketahul sampai dengan dekade 19%0-an, dmu pemerintahan di Indonesia
masih mengalami krisis epistermologis dan identitas. Namun begitu, sebagal satu solusi awal
dari problema ini digjukan konstatasi bahwa objek formal dari imu pemerintahan adalah
pemerintahan suatu negara. Pemerintahan hanya merupakan satu “field” atau bagian dari
imu  politik, seperti halnya ilmu administrasi negaral publik, hubungan internasional dan
ERETITED

Kenyataan ini tentu berbeda jauh dengan situasi sejak awal perkembangan iimu
pemerintahan di UGM yang sangat dipengaruhi oleh Mazhab Continental yang menyatakan
bahwa imu pemerintahan berhubungan dengan: pertama, kegiatan yang menyangkul politik
pengambilan keputusan dalam negara (thepolilics of policy making). Kedua, pelaksanaan
dari kebijakan itu sendiri {poticy execution). Dengan kata lain, ilmu pemenntahan diidentikkan
dengan imu politk. Pandangan ini selaras dengan realita tefadinya kesamaan posisi antara
ilmu politk dan pemerintahan saat ini. Dengan kata lain, ilmu pemerintahan tidak lagi
menjadi bagian dari iimu politik seperti yang bedaku sebelumnya.Dari pemahaman posisi itu,
sasaran utama dan objek formal dari iimu pemerintahan sebagaimana yang dibahas dalam
buku ini adalah fenomena pemerintahan Indonesia yang lerseleksi dan segala sesuatu yang
berkaitan dengannya.
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KATA PENGANTAR

Buku Kapita Selekta Pemerintahan Seri-3 ini merupakan
kelanjutan dari buku Kapita Selekta Pemerintahan Seri-1 dan Seri-2
yang sudah terbit sebelumnya. Buku ini mengkaji fenomena aktual
mengenai aspek-aspek lmu Pemerintahan. Beberapa masalah yang
dibahas antara lain: etno-nasionalisme dan demokrasi dalam
masyarakat multikultural, problema masyarakat multikultural di
Bali, budaya birokrasi pemerintah dalam pelayanan publik,
tantangan otonomi desa adat dalam membangun good governance di
desa, praktik demokrasi di desa Baliaga dan Apenaga, Quo vadis,
otonpmi desa adat di Bali pasca-implementasi peraturan daerah
ProvinsiBali Nomor 4 tahun 2019, kebijakan konsolidasi tanah
perkotaaan dalam rangka menciptakan lingkungan yang baik
sesuai rencana tata ruang di Indonesia, strategi pengembangan
model ekowisata berbasis kearifan lokal pada objek wsata monkey
forest di Ubud, dan strategi reformasi administrasi pelayanan publik
pada perusahaan daerah air minum (PDAM) kabupaten Badung.

Seperti diketahui sampai dengan dekade 1990-an, ilmu
pemerintahan di Indonesia masih mengalami krisis epistemologis
dan identitas. Namun begitu, sebagai satu solusi awal dari
problema ini diajukan konstatasi bahwa objek formal dari ilmu
pemerintahan adalah pemerintahan suatu negara. Pemerintahan
hanya merupakan satu “field” atau bagian dari ilmu politik, seperti
halnya ilmu administrasi negara, hubungan internasional dan yang
lainnya.

Kenyataan ini tentu berbeda jauh dengan situasi sejak awal
perkembangan ilmu pemerintahan di UGM yang sangat
dipengaruhi oleh Mazhab Continental yang menyatakan bahwa
ilmu pemerintahan berhubungan dengan: pertama, kegiatan yang
menyangkut politik pengambilan keputusan dalam negara (the
politics of policy making). Kedua, pelaksanaan dari kebijakan itu
sendiri (policy execution). Dengan kata lain, ilmu pemerintahan
diidentikkan dengan ilmu politik. Pandangan ini selaras dengan
realita terjadinya kesamaan posisi antara ilmu politik dan
pemerintahan saat ini. Dengan kata lain, ilmu pemerintahan tidak
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lagi menjadi bagian dari ilmu politik seperti yang berlaku
sebelumnya.

Dari pemahaman posisi itu, sasaran utama dan objek formal
dari ilmu pemerintahan sebagaimana yang dibahas dalam buku ini
adalah fenomena pemerintahan Indonesia yang terseleksi dan
segala sesuatu yang berkaitan dengannya.

Buku ini tidak mungkin akan bisa terwujud seperti sekarang
tanpa adanya kontribusi dan dorongan dari berbagai pihak. Istri
penulis Ni Nyoman Trisna Yudhani serta ananda Chitta dan
Rayendra ikut memberikan kesempatan dan merelakan waktu bagi
penulisan buku ini yang semestinya untuk keluarga. Kepada
mereka buku ini dipersembahkan. Semoga Tuhan Yang Maha
Pengasih selalu melimpahkan karunia-Nya kepada semua pihak
yang telah membantu terwujudnya buku ini. Akhirnya, walaupun
pasti masih banyak kekurangan tetapi saya tetap berharap buku ini
bisa bermanfaat bagi para pembacanya.

Denpasar, 31 Januari 2024
Penulis

I Wayan Gede Suacana
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BAB ETNO-NASIONALISME
DAN DEMOKRASI

DALAM MASYARAKAT
MULTIKULTURAL

“Kemampuan kita untuk mencapai kesatuan dalam keberagaman akan
menjadi keindahan dan ujian bagi peradaban kita”
(Mahatma Gandhi)

A. Pendahuluan

Perkembangan dan pengalaman politik global dalam dua
dekade terakhir ini melahirkan fenomena yang dikenal dengan
“global paradoks”l. Di satu sisi terjadi penyatuan, standarisasi,
bahkan mungkin uniformitas dan sekaligus sentralisasi pada
level global dari aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan
budaya, yang dulunya diandaikan sebagai sebuah negara
bangsa dan batas-batas imajiner dari kekuasaan nasional?.

Kalangan pendukung teori postmodern menyatakan
bahwa “global paradoks” dengan kontak budaya semacam itu
tidak mungkin lagi dihindarkan, dan semua itu akan membawa
pengaruh timbal balik dengan cara yang mendalam, sehingga

1 Gobal paradoks dimaknai sebagai suatu terobosan konseptual
untuk lebih memahami kecenderungan-kecenderungan yang kelihatan
“berlainan” kalau tidak “berlawanan” di banyak bidang kehidupan. Secara
politik, dunia dikatakan telah berubah dari “kiri” versus “kanan” ke
lokusnya yang baru, yakni: “lokal” versusu global” atau bahkan
“universal” versus “kesukuan”. Lihat Naisbitt, 1994. Global Paradoks,
Budijanto (penerjemah), Bina Aksara, Jakarta.

2 Kusumohamidjojo, 2000. Kebhinekaan Mayarakat di Indonesia: Suatu
Problematik Filsafat kebudayaan, Penerbit PT Grasindo, Jakarta, hIm. 139.



BAB PROBLEMA SOSIAL
DALAM MASYARAKAT
MULTIKULTURAL
DI BALI

" Kita mungkin memiliki agama yang berbeda, bahasa yang berbeda,
warna kulit yang berbeda, tetapi kita semua milik satu ras manusia"
(Kofi Annan)

A. Pendahuluan

Gejala penurunan tingkat kemanan dan kenyamanan
masyarakat terlihat semakin nyata dan transparan. Munculnya
berbagai tindak kekerasan, kerusuhan dan teror yang terjadi di
Indonesia dalam enam tahun terakhir merupakan sebagian
indikasi dan parameter yang memperkuat gejala itu. Dalam
keadaan bersamaan, semakin mudah ditemukan munculnya
berbagai jenis konflik yang berbasis primordialisme. Konflik
jenis ini menempatkan akar persoalan lebih banyak pada
perbedaan etnis, ideologi politik dan dogmatisme agama.
Berbagai lembaga kenegaraan dan pranata sosial®* yang ada
seakan mengalami keruntuhan wibawa, legitimasi® dan tidak

34 Pranata sosial adalah himpunan norma-norma dari tingkatan
yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan
masyarakat.Wujud konkritnya adalah asosiasi (association) dan fungsinya
adalah memberi pedoman prilaku hidup bermasyarakat, menjaga
keutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan memberikan pegangan
dalam pengendalian sosial (social control)

3% Legitimasi adalah kekuasaan yang memiliki keabsahan (legitimate
power), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Legitimasi
adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral atau
keabsahan tersebut. Lihat Miriam Budiardjo, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa
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BAB | BUDAYA BIROKRASI
PEMERINTAH
DALAM PELAYANAN
PUBLIK

Anda tidak akan pernah memahami birokrasi sampai Anda memahami
bahwa bagi birokrat, prosedur adalah segalanya dan hasil tidak berarti
sama sekali
(Thomas Sowell)

A. Pendahuluan

Ada keterkaitan antara kearifan lokal dan budaya
birokrasi dengan kualitas pelayanan pelayanan publik.
Pemerintah dianggap berbudaya apabila di dalam pengambilan
keputusan tidak hanya semata-mata berdasarkan kebiasaan dan
tradisi yang sudah ada, namun harus memperhatikan dan
menggunakan standar-standar yang merefleksikan nilai-nilai
dasar, keadilan dan tanggung jawab terhadap masyarakat yang
dilayaninya. Budaya birokrasi tidak mempersoalkan atau
menilai apakah birokrasi pemerintah benar atau salah, akan
tetapi mempersoalkan atau menilai sifat perilaku birokrasi
pemerintah baik atau buruk, terpuji atau tercela.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan timbulnya
pelayanan publik pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor
yang bersifat ideal mendasar dan yang bersifat material. Faktor
ideal meliputi adanya rasa cinta dan kasih sayang, keyakinan
untuk saling tolong menolong sesamanya dan keyakinan
berbuat baik kepada orang lain adalah merupakan bentuk amal
saleh. Faktor yang bersifat material itu adalah hak dan
kewajiban, baik kedalam maupun keluar (Moenir, 1992: 12).
Pengabaian pada kedua faktor itu menimbulkan tindakan mal-
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BAB TANTANGAN OTONOMI
DESA ADAT DALAM
MEMBANGUN GOOD

GOVERNANCE DI DESA

“What humanity abhors, custom reconciles and recommends to us. Apa
yang dibenci umat manusia, didamaikan dan direkomendasikan
secara adat kepada kita”

(John Locke)

A. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi desa sebagai bagian tak terpisahkan
dari penerapan asas desentraliasi sering dimaknai sebagai
prinsip pembelahan wilayah negara menjadi wilayah-wilayah
yang lebih kecil, dan wilayah-wilayah itu dibentuk institusi
administrasi untuk melayani kebutuhan orang atau masyarakat
disatu tempat. Hal ini penting dilakukan sebab pada dasarnya
pemerintah melaksanakan tiga fungsi dasar: service, regulation
dan empowerment dengan maksud mengantisipasi kebutuhan
masyarakat secepat, sedekat dan setepat mungkin.

Salah satu isu strategis otonomi desa di Bali adalah
berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan di
tingkat desa. Persoalan ini menjadi semakin penting karena telah
menimbulkan diskursus yang hangat dan kontroversial dalam
kurun waktu yang panjang, yaitu (Suacana, 2008:v): Pertama,
Kelompok pemikiran yang menghendaki sistem pemerintahan
dan kehidupan desa di Bali dibiarkan seperti apa adanya
sekarang ini . Desa dinas dan kelurahan bertugas mengurus hal-
hal yang berhubungan dengan masalah-masalah administrasi
pemerintahan dan pembangunan, sedangkan desa pakraman/
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BAB | PRAKTIK DEMOKRASI

DI DESA PAKRAMAN/

ADAT BALI AGA DAN
APANAGE

“Bagi saya, demokrasi yang lebih baik adalah demokrasi di mana
perempuan tidak hanya memiliki hak untuk memilih dan memilih
tetapi untuk dipilih.”

(Michelle Bachelet)

A. Pendahuluan

Peristiwa Bom Legian, Kuta Bali 12 Oktober 2002 lalu yang
disusul dengan Bom Kuta dan Jimbaran 1 Oktober 2005 telah
menimbulkan guncangan besar pada dimensi kehidupan politik,
keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan juga pariwisata
masyarakat Bali. Tragedi beruntun itu mengakibatkan tidak saja
keterpurukan dalam sektor pariwisata, tetapi juga kemerosotan
ekonomi masyarakat Bali karena tidak seperti daerah lain,
pendapatan asli daerah (PAD) Bali sangat tergantung dari sektor
pariwisata. Dampak peristiwa itu terbukti sangat menghambat
kegiatan ekonomi masyarakat, terutama kelompok menengah ke
bawah, karena berakibat penurunan secara drastis jumlah
kunjungan wisatawan ke Bali. Kondisi ini memunculkan efek
domino berturut-turut dari penurunan pendapatan masyarakat,
pemutusan hubungan kerja, hingga pergeseran dalam pola
interaksi masyarakat Bali dengan penduduk pendatang.

Namun, kearifan lokal masyarakat Bali tetap tampak
ketika pelaksanaan upacara khusus Pemarisuda Karipubaya yang
bermakna penyucian alam semesta pasca tragedi itu yang
dipercayai telah mencemari dan mengganggu keseimbangan
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BAB |ouo vapis, otoNnomi DESA
ADAT DI BALI PASCA-
IMPLEMENTASI PERATURAN
DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 4 TAHUN 2019

“Bagaimanapun cakapnya seseorang, dia tidak akan dapat menarik garis
batas yang tegas antara tugas dan kekuasaan pemerintah atasan dengan
tugas serta kekuasaan pemerintah bawahan”

(Wihelm von Humbold)

A. Pendahuluan

Semangat Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan juga hasil amandemen UUD 1945
pasal 18 b ayat (2) dengan tegas telah memberikan peluang
untuk membangkitkan atau menghidupkan kembali otonomi
asli dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Desa
adat yang dalam perjalanan awalnya memang sudah melekat
prinsip otonomi dalam arti sejak lahirnya desa adat sudah
disertai hak otonom/ otonomi asli. Otonomi desa adat adalah
berdasarkan hukum adat atau hukum asli yang tumbuh dan
berkembang di dalam masyarakat. Isi otonomi desa adat itu
sangat luas, meliputi berbagai aspek kehidupan manusia,
namun tetap berada di bawah pemerintahan pusat. Sifat
otonomi desa adat itu fleksibel, elastis, kenyal, dan nyata®.
Prinsip otonomi desa adat ini tentu berbeda dengan prinsip
otonomi yang dianut pada azas penyelenggaraan pemerintahan.

% Pembahasan mengenai ini bisa dilihat dalam I Wayan Gede
Suacana (ed), 2008, Eksistensi Desa Pakraman/ adat/ Desa Adat di Bali, Edisi
Revisi, Cetakan IV (Ketua Editor), Yayasan Tri Hita Karana Bali, Denpasar.
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BAB | oroNOMI DAERAH
DAN EKSISTENSI
DESA PAKRAMAN/
ADAT DI BALI

“Democracy, at least at present, is the best form of governance, but by no
means a perfect one. In democracy, one has the freedom. When democracy
is misunderstood, however, and a freedom misinterpreted, the result is
anarchy”

(Mahathir Mohamad).

A. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan kewajiban yang
harus dilaksanakan dalam rangka pengakuan dan penguatan
integrasi nasional, disamping perkembangan paradigma
pemerintahan saat sekarang yang mulai menuju pada prinsip
Clean Government dan Good Governance. Prinsip pertama
menginginkan agar struktur pemerintahan menjamin tidak
terjadinya distorsi aspirasi yang berasal dari rakyat, serta
menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan
kewenangan (abuse of power and authority). Sedangkan prinsip
kedua, menghendaki adanya satu mekanisme kerja, dimana
aktivitas pemerintahan berorientasi pada terwujudnya keadilan
sosial. Disamping itu, pemerintah diharapkan mampu secara
maksimal melaksanakan tiga fungsi dasar: service, requlation dan
empowerment dengan maksud mengantisipasi kebutuhan
masyarakat secepat, sedekat dan setepat mungkin serta
melaksanakan demokrasi di/ dari bawah (grassroot democracy).

Kedua prinsip tersebut hendak meletakkan pemerintah
tidak lagi sebagai inisiator aktivitas pada tataran masyarakat,
namun sebagai organisator aktivitas yang muncul dari
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B AB KEBIJAKAN KONSOLIDASI
TANAH PERKOTAAN DALAM
RANGKA MENCIPTAKAN
LINGKUNGAN YANG BAIK
SESUAI RENCANA TATA RUANG
DI INDONESIA

"Apa yang sudah disepakati secara politik, jangan pernah
diperdebatkan secara estetis."
(Soekarno)

A. Pendahuluan

Seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk,
penggunaan akan tanah dan ruang juga semakin meningkat
karena manusia membutuhkan ruang untuk mereka hidup dan
beraktifitas. Hal demikian bila tidak dikendalikan sejak dini,
maka akan terjadi lingkungan yang tidak teratur. Keadaan
seperti ini perlu untuk segera diantisipasi, karena pada
perkembangan selanjutnya akan banyak menimbulkan
permasalahan yang sangat kompleks, tidak saja menyangkut
masalah fisik, namun juga menyangkut masalah non fisik seperti
masalah tidak tersedianya akses jalan bagi pemilik tanah.

Masalah tanah dari waktu ke waktu semakin bertambah
kompleks, terutama di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan
adanya urbanisasi yang cukup tinggi sehingga menimbulkan
ketidakseimbangan antara penyediaan tanah dengan
keseimbangan penyediaan dan penggunaan jumlah penduduk
yang membutuhkan tanah, sedangkan luas tanah itu tetap.
Sebagai akibatnya memunculkan permukiman penduduk
serampangan atau kacau, permukiman tampak kumuh dengan
kualitas lingkungan yang rendah, karena kurangnya prasarana
dan sarana lingkungan tersebut.
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BAB | sTRATEGI PENGEMBANGAN
MODEL EKOWISATA
BERBASIS KEARIFAN LOKAL
PADA OBJEK WISATA
MONKEY FOREST DI UBUD

Forgetting how to dig the earth and take care of the soil means forgetting
ourselves
(Mahatma Gandhi)

A. Pendahuluan

Sektor pariwisata dalam perkembangannya dapat
dijadikan sebagai sektor yang diandalkan oleh suatu daerah,
karena pariwisata dipandang mampu menyumbang
kesejahteraan masyarakat bahkan mampu meningkatkan devisa
negara. Kenyataan ini berdampak pada banyaknya negara
berlomba-lomba berfokuskan pada sektor pariwisata sesuai
dengan potensi yang dimiliki. Bali merupakan salah satu daerah
tujuan wisata di Indonesia yang berkembang dan sangat
terkenal, mengingat daerah Bali memilki keindahan alam yang
mempesona, keunikan budayanya, adat istiadat dan tradisi yang
dimiliki oleh masyarakatnya (Suarmana, I. W.R., & Mahangga,
2014). Tercatat menurut data, jumlah wisatawan asing yang
datang ke Bali dari tahun 2014 sampai dengan 2018 setiap
tahunnya mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 ke
2015 mengalami peningkatan sebesar 6,24%; pada tahun 2015 ke
2016 meningkat sebesar 23,14%; pada tahun 2016 ke 2017
mengalami peningkatan sebesar 15,62%; dari tahun 2017 ke
tahun 2018 mengalami peningkatan 6,54%. (Data Badan Pusat
Statistik Provinsi Bali). Dari tahun 2018 ke tahun 2019
mengalami peningkatan 3,64%. Sebaliknya, dari tahun 2019 ke
tahun 2020 mengalami penurunan 83,26%, bahkan pada bulan
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B AB STRATEGI REFORMASI
ADMINISTRASI PELAYANAN

PUBLIK PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BADUNG

"Tidak ada yang lebih lembut atau lebih fleksibel daripada air,
namun tidak ada yang bisa menolaknya."
(Lao Tzu)

A. Pendahuluan

Era globalisasi yang terjadi saat ini diikuti pula oleh
perkembangan domestik yaitu masyarakat yang semakin
dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang makin baik, dan
tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi sebagai
perwujudan dari proses empowering yang dialami masyarakat.
Dalam menghadapi tuntutan globalisasi ekonomi dan domestik
tersebut, birokrasi pelayanan publik diharuskan dapat
mentransformasikan semangat kewirausahaan (entreprenuership
spirit) ke dalam sektor publik (Osborne dan Gaebler, 1995:13).
Semangat ini menghendaki agar sistem birokrasi pemerintah
mampu membuat sumber-sumber ekonomi yang berproduksi
rendah menjadi sumber yang berproduksi tinggi, sehingga
sektor publik akan bertambah kuat (empowering public sector).
Penguatan sektor publik sebagai syarat penting yang harus
dipenuhi Indonesia ingin lebih mampu menjawab berbagai
tantangan nasional pada era globalisasi sejalan dengan pendapat
para pendukung paradigma ini seperti: Kartasasmita (1995;20),
dan Sofian Effendi (1996:5).

Mewirausahakan birokrasi sebenarnya juga merupakan
perubahan cara berpikir dan bertindak dari pemerintah untuk
tidak melulu menyandarkan anggaran pendapatan negara yang
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